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A. DIJNIATERUS BERUBAH DINAMIS

Sebagaimana diketahui, barrwa dunia telah bergerak sangat cepat, bahkan di masa

,deparr, dalam bahasa fames canton t2006), seoralifl cEo darr chairman, lnstitute for
.Global Futuremenyebutnya sangat ekstrem (The Extreme Future). Potret dunia di tahun

2040 dapat disarikan sebagai berikut:

DUNIA
DJ

IAHUTi$
2040

Gambar 1.19 Dunia di Tahun 2040.
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Konstalasi futuristik itu secara faktual dibangun dengan menyodorkan kata kunci

pengembangan EKONOMI INOVASI :

Gambar 1.20 Pengembangan Ekonomi lnovasi.

Tentu saja hal itu memberikan harapan baru terbangunnya kondisi kehidupan rr,asa

depan yang lebih baik sesuai dengan yang telah digagas serta diw-rjudkan oleh Dr. H.

Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, dengan sebutan )atimnomics yang sejatinya adalah

pengembangan Ind.onesia Incorporateddi tengah situasi ekonomi dunia yang dinamis.

Perlu diketengahkan pula bahwa.mengenai kondisi faktual dunia saat ini: pengurasan

energi yang terus berkurang dan diperebutkan, keamanan yang engancam dunia mo-

dern, konflik dan peperangan masih mewarnai berbagai belahan bumi (Daniel Yergin,

20 I I ) , bencana alam dan jihadist war, pertumbuhan penduduk dan culture war (George

Friemand, 2009), krisis pangan dan indentitas, terutama kemiskinan yang melanda di

setiap segmen geografis dunia. Terhadap hal ini kita ingat tulisan lama fames Goldsmit,

The Trap (1994: 3) yang disampaikan di hadapan 2000 orang di Grand Amphitheatre

U niversitas Sorbonne, Paris bahwa:

Setiap masyarakat di dunia modern sedang menghadapi problem rumit dan tidak ada solusi

yang sederhana dan universal. Tetapi banyak di antara problem ini memiliki akar yang sama.

llmu, teknologi, dan ekonomi telah diperlakukan oleh masyarakat modern ini sebagai tujuan itu

sendiri, bukannya sebagai sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

Meningkatnya pengangguran, kekerasan, kemiskinan, kemerosotan lingkungan,

dan kesadaran umum bahwa telah terjadi kesalahan yang mendasar dalam pengelolaan

perekonomian negara seperti yang dilansir fames Goldsmit tersebut telah sampai pada

tataran menenungkan kembali keberadaan negara kesejahteraan yang dalam ungkapan

Biorn Hettne (2001): Negara Kesejahteraan Dipertanyakan. Peran negara dan pemerintah

44
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untuk mensejahterakan rakyat harus ditata kembali dengan menyodorkan Paradigma

Theory & policy Making (Akira lida, 2004) yang dalam lingkup ini mengikuti pemikir-

an Darryl Reed (2004) sampai pada perbincangan Good Corporate Governance, yang

bersentuhan dengan economic performance global, regional, maupun nasional dan lokal

(Surendra Munshi dan Biiu Paul Abraham, 2004) '

Goncangan ekonomi dunia mutakhir terus bersentuhan dengan isu-isu problema-

tika: produksi, cos/ and revenue, monopoly, competition, economic versus normal profit,

gross-domestic product, inflation, unemploymenf, resesi, depresi, aggregate demand and
"aggregdte 

suppiy, perdagangan internasional, economic growth and development, natural

,-nourrrr, energy price, sampai pada isu the economics of terrorism dan the economic

impact of casino gambling (Roberdt C. Guel, 2010). Memang dinamika kehidupan

peiekonomian dunia acap kali menentukan pergerakan ekonomi suatu bangsa' Gambar

i.Zt aa1, pakde Karwo berikut ini menjelaskan konstalasi faktual dinamika ekonomi

yang pernah terjadi:
pada Tahun 2014 dan 2015 ini perekonomian globa! terekam dalam gambar grafis

yang disodorkan Provinsi |awa Timur sebagaimana dilansir oleh Economist lntelligence

Unit pada Gambar 1.22.

GL0BAL NA$|OUAI

Gambar 1.21 Kondisi Perekonomi Global-Nasional.
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Gambar 1.23 Perekonomian Global 2015.

Kebijakan bersama para kepala negara di Asia Tenggara dengan membentuk sistem
pasar bebas antarnegaraASEAN, haruslah dapat dijadikan inspirasi bagi masyarakat |awa
Timur dalam mengembangkan kreativitas yang menghasilkan produk barang dan jasa yang
berkualitas dengan mengeksplor sumber daya yang dimiliki sehingga benar-benar siap
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menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN. Perekonomian tahun 2016 secara umum

tetap disambut penuh optimisme oleh publik. Hasil produk barang dan jasa masyarakat

fawa Timur yang berkualitas akan memiliki nilai ekonomi tinggi karena AEC membuka

luas pasar arus ekspor-import barang dan jasa ataupun investasi antarnegara ASEAN,

di mana permasalahan tarif dan nontarif sudah tidak diberlakukan kembali. Langkah

pertama pada pasar bebas negara-negara ASEAN yang akan direalisasikan dalam Ma-

syarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang ini meliputi lima hal: arus bebas barang,

arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal, dan arus bebas tenaga kerja

, terampii. Melihat kemajuan perekoncmian daerah yang semakin membaik saya yakin

dan optimis masyarakat |awa Timur mampu menembusnya untuk mampu mewujudkan

negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh uuD 1945.

Grafis yang informatif mengenai Economic Structure 2014lawa Timur tersebut

memberikan spirit tersenciiri (Soekarwo, 201 5).

Selanjutnya sebagai perbandingan simaklah Gambar 1.25 Share of GDP in
,AS.EAN Economy yang dilansir Pakde Karwo, bahwa dalam lingkup regional ASEAN,

pDRB Jawa Timur teridentifikasi hampir setara dengan 2/3 perekonomian Vietnam

atau hampir 2,5 kali lebih besar dibanding gabungan Laos, Kamboja, Timor [rste, dan

papua Nugini. Kinerja ini tentu sangat membanggakan karena percepatan ekonomi |awa

Timur terjadi dalam situasi kontraksi ekonomi dunia. |awa Timur, melalui kebijakan

intensifikasi perdagangan domestik, telah membuka kantor-ka.ntor perwakilan dagang

di luar provinsi, sehingga kinerja perdagangan fawa Tim,ir selalu surplus dan menjadi

pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi selama ini'

Hal tersebut memang tidak terlepas dari kebijakan perekonomian yang telah diperbuat

Gambar 1.24 EconomicStructure2Ol4 Jawa Timur

ir
I
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6,48Yo
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Gambar 1.25 Share of GDP in ASEAN Economy.

|awa Timur dalam bir,gkai NKRI yang secara konstitusional meneguhkan diri: Negara
Indonesia adalale negara hukum (Pasal 1 ayat [3] UUD 1945). Maka segala kebijak-

an perekonomian tli Jawa Timur untuk mampu memberikan kontribusi konstruktif atas

perekonomian nasional yang berkelanjutan adalah dengan membuat legal framework di

bidang perekonomian secara tepat dan dinamis demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Kebijakan perekonomian itu meminjam bahasa Alan Gart (1993) dikonstruksi dalam

ranah RDR, yaitu: Regulation-Deregulation-Reregulation agar konsepsi CCG (Good

Corporate Govemance) lebagai tuntutan tata kelola pemerintahan modern tetap berada

dalam kerangka welfare state yang tetap bertumpu pada negara hukum (rechtsstaat)
sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yang telah masuk di kancah era globalisasi.

Realitas faktual maupun konsepsional demikian tidak terlepas dari konfigurasi

kebijakan masyarakat internasional yang meneiapkan globalisasi sebagai keniscayaan

yang secara klasik memang kita berada dalam Only One Earth (Barbara Ward dan

Rene Dubos, 1972). Dengan demikian, sebagian besar dunia melihat bahwa setiap

persoalan secara keseluruhan solusinya bersifat global internasional (Kornisi Utara-

Selatarr - Laporan Brandt, 1980; Dieter Nohien, 1994; Bjorn Hettne, 2001), akan

tetapi tetap harus berpijak pada penguatan daya saing suatu bangsa (Soekarwo, 2015).
Inilah hantaran untuk memaknai pelaksanaan pemikirandan kebijakan pembangunan

fawa Timur dalam berkomitmen mewujudkan Indo*esia Incorporated dalam negara yang

bergerak mengikuti perkembangan internasional dalam tata kelola pemerintahan, Good

Governance, GCG serta dapat bergerak pada pendulum Market-Friendly Globalisation
(Anup Sinha, 2004; Tom Gorman, 2009) agar tetap survive di masa depan yang terus

berubah - global change (Al Gore, 2013).
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,'i, B. GOODCORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM KONSTALASI

.,DINAMIKPEREKoNoMIANGLoBALDANNASIoNAL
Dalam penyelenggaraan negara yang dinamik memantulkan kristalisasi pemikiran

bahwa kehadiran tata kelola negara yang disebut Good corporate Governance (GCG)

lrrruput un produk dari perkembangan jalannya negara uniuk memberikan layanan

iriritrr". Evolusi pergerakan GCG dapat dipahami dari pergumulan historis negara

dengan pemerintahannya yang mendapatkan kewenangan (legal power) dari negara

melalui peraturan p"rrrnaurrg-undangan (legislations'regulations) untuk melakukan

tugasnya mewujudkan tujuan negara kesejahteraan dengan melaksanakan' Kerangka

da-sarpemikiraninidapatdigambarkansebagaiberikut:

Gambar 1.25 Evolusi Pergerakan GCG Menuiu Indonesia I ncorporated.

Negara sebagai "a society politically organized" yang dalam pemikiran f 'f ' Rousseau

(1 7 12 -1 7 78) merupakan ..ruttun nyata " Contrat Social" atau "The S octal Contract" (A'

Appadorai, l96l) yang secara umum dari berbagai referensi tersusun atas elementasi

wilayah, rakyat, pemerintah, maupun pengakuan internasional (I.G. Starke, 1988,

Malcolm N. shaw, 2013). Pemerintah mengimplementasikan tujuan negara sebagai

sualu team yang tersusun secara organisatoris (tean Blondel, 1982) dalam berbagai

ragam kebutuhan rakyat dalam suatu wilayah yang terakui secara internasional: politik,

' ekonomi, sosial, publi.c management, danpublic policy yang dituangkan dalam peraturan

& 49
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perundang-undangan (Rod Hague & Martin Harrop, 2007). Governments organization

kemudian melakukan tata kelola pemerintahan (governance) yang secara awaldinamakan
"rule-making or steering" yang mampu menjalankan tugas fungsional "self-organizing,

interorganizational networking" yang berkarakter "interdependence, resource-exchange, rule

of the game, and significant autonomy from the state". Tata kelola negara dalam konsepsi

governance pada pcrkembangannya harus mampu menyelenggarakan kepentingan publik
yang dirangkum Anne Mette Kjaer (2004) dalam grafts "governance chain" di bawah ini:

Sektor publik akhirnya menjadi pusat perhatian tata kelola pemerintahan ("gover-

Gambar 1.27 Governance Chain (Mata RantaiTata Kelola Pemerintahan).

nance") yang kemudian mendapatkan tambahan ciengan kualifikasi "yang baik", sehingga

disebut "good governance". Sebagai suatu upaya konsepsional yang dianggitkan berja-

lan secara operasional, *good governance" memiliki mandat untuk menjaga hubungan

antarsektor negara secara harmonis. Dalam lingkup kepentingan publik, negara pada

akhirnya harus diterima sebagai kenyataan publik untuk menjadi bagian integral yang

saling bersinggungan pada ruang governance dalam hubungan antarsektor (LAN dan

BPKP,2000).
UNDP mendeskrip sikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan kor,-

struktif antara negara, sektor privat, dan masyarakat dengan mengajukan karakteristik

50
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Gambar 1.28 Hubungan Antarsektor dalam Governance'

berikut ini (l,AN dan BPKP, 2000):

l.Participation.Setiapwarganegaramempunyaisuaradalampembuatankeputusan,
baiksecaratungrung-urrprnmelaluiintermediasiinstitusilegitimasiyangmewakili
kepentingannyu. Pa",ti,ipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi

berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif'

Z. Ru',e of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang buluh'

terutama hukum untuk hak asasi manusia'

S.Transparency'Tiansparansidibangunatasdasarkebebasanaruskomunikasi.Pro-
Ses-proses,lembaga-lembaga,daninformasisecaralangsungdapatditerimaoleh
mereka yu,g."*lutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor'

4. Responsiveness, Lembaga-iembaga dan p,o,".-p.o,es ha,us mencoba melayani setiap

stakeholders.

5. 
";;;;; 

;trientation. Good governance meniadi perantara kepentingan yang berbeda

untuk*".,..t"t'pilihanteri:ait<bagikepentinganvanglebihluasbaikdalamhal
kebiiakan -kebijakan maup un prosedur -prosedur'

6. Equity.s".u" *u.gu n"gu.u, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesem-

putao ,rntuk meningkatkan atau menjaga keseiahteraan rnereka'

T.EffectiuenessandEfficiency.Proses-p.*".danlembaga.lembagamenghasilkanse-
suai dengan ";; 

y;;g telah digariskan dengan menggunakan sunrber-sumber yang

tersedia sebaik mungkin'

8. Accountability. Parapembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan

masyarakat ('civil soiietyl bertanggung ja*ab kepada publik dan lembaga'lembdga =

stakeholder.Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang

dibuat, apakah keputusan tersebut untuktep"ntingan internal atau eksternal orga-

nisasi.

9. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif "good go'

vernance, danpengembangun .unuria yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan

, apa yang diperiukan untuk membangun hal semacam ini'
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Terdapat pemahaman esensial tentang "good governance" yang mencerminkan sua-

sana harmoni, stabilitas, dan ketertiban antarsemua sektor dengan enam elemen utama

"good governance" yang berupa: The Rule of Law; The Rule of Integrity; The Rule of
Transparency; The Rule of Participation; The Rule of Accountability; dan The Rule of
Value for Money (The Civil Service Commission, Thailand, 1999). Tatanan pemerintahan

yang berbasis prinsip good governance ini kemudian dituntut oleh perkembangan zaman

agar mengorporasikan diri dalam wadah paradigmatik "good corporate governance"

(GCG) . Government yang bersendikan GCG harus memperhatikan: "aturan main",

integritas, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi keuangan secara yuridis

yang dewasa ini memasuki tren ekonomi pada pusaran globalisasi. CCG dengan tiga

sektor pelingkupnya dan karakter substansial panduan operasionalnya dimaksud dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.29 Karakter Substansial GCG.

Tata kelola pemerintahan tidak lagi dapat dilihat secara parsial dan tradisional. Era

globalisasi membawa negara pada kosmologi ekonomi yang terkontrol secara internasional

melalui beragam international agreement dengan ruang pasar bebas. Sektor-sektor dalam

kehidupan publik yang menyangkut s/are (public sector - society -private sector tidak bisa

lagi dilakukan menurut standar organisasi pemerintahan konvensional, tetapi dengan

menerima kenyataan bahwa negara mesti dibaca sebagai "korporasi" yang menggerakkan

ekonomi suatu witayah berikut penduduknya yang tergerak secara global-nasional-lokal.

Konstalasi demikian ini dapat digambarkan dalam gerak roda generator berikut ini:

H52

lntegritas .

Akuntabilitas

Private Sektor

Society

State- Publie Sektor

!



K0NFIGURASIIND0NESIAINC0RP0RATEDDALAMNEGAflAKESEJA|ITERAAN

Gambar 1.30 Roda Generator Ekonomi

Pergerakan ekonomi yang saiing memengaruhi (berapa pun besar-kecilnya) telah

menjadi momentum yang menandakan lahirnya public-sector reform di mana kebijakan

insiitusional negara diukur dalam kerangka "corporation" yung dapat dievaluasi oleh

rakyat dalam berbagai aktivrtasnya, terutama bidang perekonomian sebagai sektor yang

sangat menguasai public-interesf (dalam bahasa Pasal 33 UUD 1945 ""'yang mengu-

"r.ih";ut 
hidup oirng banyak ..."). Realitasnya pun masalah economy and budgetary

dengan segala konteksnya diterima sebagai penopang dalam konstruksi GCG (Hellmut

Wolimann, 2004). Ungkapan dernikian mengingatkan kita pada peribahasa fawa yang

ienjadi teks penandu Pro*lin.i lawa Timur : ler 4asuki Mawa Beya' Bahkan GCG men-

e;;;;; ekonomi global secara efektif dalam bentuk pengaturan akti"itas transnational

corporation maupun ekonomi internasional-regional sampai lokal yang terus bergulir'

GCG telah melingkupi pengkorporasian aktivitas negara dan menuntun seluruh

penyelengguru n"guru u,riuk memberikan hak-hak ekonomi secara adil' GCG dikon-

sepkan mampu mendorong "the emerging global economy" di berbagai negara (Darryl

[..a, 2004). Ekonomi dunia dengan sendirinya telah bergerak ke arah yang menurut

[oseph E. Pattison (1996) benar-benar menuju apa yang dinamakan "breakingboun'

- 
-daries,, 

dan lahirtah *competition policy in a change world" perdagangan dalam segala

. tingkatannya. Menyadari hadirnya pergerakan gelombang ekonomi global yang cepat

, i*Ln, Indonesia dan Jawa Timur harus mengambil prakarsa agar mampu bersaing di

, . dirnia yang sangat komPetitif.

Indonesia memiliki kesahihan geografis yang menurut optik geostrategi dan geopo-

, litik maupun geoekonomi sangat penting kedudukannya bagi dunia internasional. Posisi

strategis yang disandang Indonesia dalam percaturan dunia dalam kaitannya untuk

..t dulun., peijulunun sejarah bangsa-bangsa di dunia. Gambar yang dipaparkan Pakde Karwo

, ,r berikui ini meneguhkan pemahaman komprehensif mengenai hal tersebut:
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Gambar 1.31 Lokasi Strategis lndonesia.

Secara spesifik dapat ditambahkan bahwa mengenai konstalasi fawa Timur dalam

perkembangan ekonomi Indonesia secara khusus telah mengambil peran yang sangat

signifikan'scperti yang pernah ditampilkan Pakde Karwo:

Gambar 1.32 Peran Jawa Timur dalam Konstalasi Nasional.
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perlu dikemukakan penjelasan Pakde Karwo bahwa isu global gejolak perekonomian

dunia yang belum ,nrrrgir,dikusikan perbaikan seperti masih melemahnya pertumbuhan

ikono.i di negara-negara Uni Eropa, China, dan )epang masih menjadi perhatian sektor

it ono.i. Di belahan dunia yang lain, ekonomiAmerika Serikat telah menunjukkan kinerja

p"rbalkun yang ditunjukkan oieh kebijakan Quantitative Easing the Fed yang berpenga-

'iuh signifikan pada Capital outflow negara-negara berkembang (termasuk Indonesia),

,yung irp"t memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dollar karena permintaan dollar

,t*iil." Serikat meningkat. Kondisi ini dapat dilihat perkembangan kurs selama tahun

i014 b.rg.rak antara ti.OlS rupiah sampai 12.396 rupiah di akhir 2014. Terhadap hal

lili puau lot+ gunk Sentral telah melakukan antisipasi untuk menghambatlaiu Capi'

',il'Outfto, dengan meningkatkan Suku Bunga Indonesia (SBI) yang di tahun 2014

iri.r, U"rg"rak di awal tahun 7,50 persen sampai pada7,75 persen, walaupun di awal

il;; zojs ini telah menurunkan kembali SBI men;adi 7,50 persen. Mudah-mudahan

ff;;r;],^ju^t'"L-i"rr instrumen moneter yang tetah dilakukan Bank Indonesia untuk

'*nd"rong iklim usaha;-ang kondusif, walaupun kurs rupiah di tahun 2015 ini serrlpat

rnenyentuh di angka 13.000 rupiah'
'---- burpuk ekslernalitas negatif gejolak perekonomian global tersebut juga ditandai

dengar, turunnya kinerja ekspor, sejalan dengan nasih lemahnya permintaan dunia dan

iur.I-,ryu t urga komoditas di pasar internasional sepanjang tahun 201 4-201 5 ' Semenr'ara

itu, di sisi internal kinerja perekonorrrian tawa Timur juga diwarnai dengan terjadinya

kebijakan kenaikan harga bahan baka,' minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014

yung m".berikan dampak ikutan terhadap harga komoditas di dalam negeri dan pe-

ningkatan hargabarang i*pot akibat pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan tingkat

inflasi sepanjang tatrun ZOi+ menjadi relatif tinggi mencapai 7r77 perset (nasional8,56

p6rsen) . Dari kinerja ekonomi tersebut, struktur ekonomi tahun 201 4 iika dihitung meng-

gunaka., tahun dasar 2000 didominasi oleh tiga sektor utam4' yaitu sektor perdagangan'

hotel, dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 31,34 persen; sektor industri

pengolahan 26,61 persen; dan sektor pertauian 14,90 persen. Adapun jika dihitung

Illenggrnukan tahun dasar 2010 (SNA 2008) struktur dominannya berubah rnenjadi:

(1) sektor industri pengolahan 28,90 persen; (2) sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,24 percen; dan (3) sektor pertanian, kehu-

tanan, dan perikanarrmemberikan kontribusi sebesar 13,75 persen. Dengan konstruksi

struktur yang baru ini, mengindikasikan bahwa rakyat |awa Timur merupakan masyarakat

produktif mengolah bahan-bahan baku dengan kontribusi paling dominan adalah sektor

Ldustri pengoiahan yang didukung oleh perdagangan dan pertanian. Dengan struktur
' 

itu puta mengindikasikan bahwa perkembangan pembanguan manusia di fawa Timur

juga semakin meningkat dan produktif.

Pertumbuhan ekonomi di atas menunjukkan fundamental ekonomi yang cukup baik'

yang akan memengaruhi kinerja ekonomi pada tahun-tahun berikutnya' Memang diakui

bahwa sejak tahu;2009, percepatan ekonomi terus terjadi hingga tahun 2014 dan 2O15

ini yang terus dinamis dengan skenario percepatan pertumbuhan ekonomi fawa Tirnur'

Mengenai skenario percepatan pertumbuhan ekonomi fawa Timur dan kebutuhan in-

vestasi pada tahun 2014 misalnya telah disajikan Pakde Karwo dalam tabel berikut ini:
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Gambar 1.33 Skenario Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan lnvestasi Jawa Timur.

Pada tahun 2010 tumbuh 6,68 persen, kemudian tahun 2011 tumbuh cepat7,22

persen, tahurr 2012 menjadi 7,27 persen, tahun 2013 tumbuh melambat 6,81 persen,

dan tahun 2014 sampai dengan triwulan III tumbuh 6,02 persen. Catatan penting dari

kinerja ini adalah pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009 hingga triwulan lll 2014

tersebut telah melampaui pertumbuhan ekonomi baik yang ditargetkan dalam RPJMD

Provinsi f awa Timur tahun 2009 -2o14, maupun capaian nasional.

Dengan konstalasi ekonomi lokal lawa Timur dalam memberikan kontribusinya

kepada perekonomian nasional untuk meningkaikan daya saing bangsa harus terus

ditingkatkan. Kinerja ekonomi yang telah dicapai merupakan pijakan yang harus terus

diperkukuh lahirnya fawa Timur sebagai the emerging province yang dapat dikategorisasi

untuk turut dalam the emerging and developing econoinies sebagaimana pernah tumbuh

di Eropa (Nicholas Moussis, 2000). Peran ini diambil guna menjaga agar suatu negara

(apalagi NKRI) mampu menjalankan keberadaan dirinya dengan menyadari akan pen-

tingnya suatu negara bangsa (ndtion-state) yang telah diproklamasikan.

Maka tata kelola perekonomian fawa Timur wajib hadir dengan membuka ruang

"politic and social opportunities" (R.C. Guell, 2Ol2) sebagai bagian dari pengambilan
;the strategy and the feasibility of (Toward) SocialWelfare" sebagaimana yang telah lama

diulas Clair Wilcox (1969) bagi rakyat (Jawa Timur). Negara denfan stnik[ui birokrasi

maupun politik dalam membentuk pubtic policy (Francis E. Rourke, 1976) mesti me-

nyadari untuk selalu melakukan improvement sebagai suatu korporasi dan melakukan

assessment dalam rangka mengkonstruksi GCG guna membangun corporate culture for

sustainable growth karena memang selalu ada development challenges (S. Gill & Todd

pugatch, 2005). The great spirit yang harus saya pahami dan selalu dijalankan dalam

menata perekonomian fawa Timur adalah menyadari bahwa sustainable growth dan
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Gambar 1.34 Manajemen Negaradalam GCG Negara Keseiahteraan.

sustainable developmenf (Peter orebech, Fred Bosselman, Ies Bjarup' David callies'

Martin Chanock & Hanne petersen, 2005) merupakan padanan yang selalu beriring

bagipenciptaanekonomiberkelanjutan.Meminjamkata-kataAnthonyGiddens(2003)
ini adalah bagian dari "kesadaran diri dan perjumpaan sosial" seorang pemimpin un-

tuk menjalankan manajemen negara dalam kerangka GCG yang memosisikan negara

(provinsi-kabupaten-kota) yang dikelola secara korporasi untuk kesejahteraan rakyat'

p.mikitun ini dapat digambarkan sebagai berikut:

c.MEMAHAMINEGARASEBAGAIKoRPoRASIUNTUK
MEWUJUDKAN I NDONESIA INCORPORATED

GCGsejatinyabukanuntukmengeliminasiataumeleburkaneksistensine4aratetapi
mengembangkan secara fungsional keberadaan negara guna merealisasi tujuannya' se-

bugui*un" ,r-"guru-n"gura lain di dunia yang merumuskan tujuan negara dalam konsti-

tusinya (Henc van Maa.seven and Ger van der Tang, 1978; Iimly Asshiddiqiel d.kk"

2006j, Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 juga menetapkan tujuan

..negara yang secara kJnstitusional harus diwujudkan oleh penyelenggaranya. Tujuan yang

dituangkan dalam Pembukaan uuD 1945 itu dapat ditabelkan pada halaman berikut:

Tujuan NKRI tersebut mendapatkan landasan ideologis bahwa pe4capaiannya harus
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Gambar 1.34 Tujuan NKRI Menurut Pembukaan UUD 1945.

dipandu dengan dasar filosofis yang dinamakan Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saya
ketengahkan dalam bagan yang menunjukkan masing-masing makna srla dari pancasila
sebagai philosofische gronslag pencapaian tujuan NKRI untuk rakyat Indonesia:

Pemerintah Negara Indonesia mendapatkan amanat konsiitusional dan ideologis
untuk mewujudkan tujrlsn dimaksud dengan berbagai instrurnen konsepsional yang
dewasa ini memasuki babak GCG dengan segala karakteristiknya. Di sinilah bagaimana
negara dengan alat kelengkapannya mampu memainkau fungsinya untuk menggapai
tujuan yang teiah ditetapkan. 'ferhadap hal ini secara yuridis-ekonomik saya teringat
pemikiran sistematis yang telah lama disodorkan oleh lv. Friedma n (1971\ mengcnai the
State and The Rule of Law in a Mixed Economy. Dikemukakan bahwa terdapat empat
fungsi negara dalam ekonomi campuran yang telah berkembang di dunia yang secara
literal-substansial dapat digambarkan dengan grafis pada halaman berikut ini:

1. Ketuhanan Yang Maha
'- Fsa (Landasan Teologis)

Q

Gantbar 1.35 Makna Pancasila untuk Pencapaian Tujuan Negara.
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Gambar 1.36 Fungsi Negara dalam Pembangunan Ekonomi.

Keempat fungsi negara tersebut bagi saya bukan untuk dibenturkan tetapi disiner-

giskan secara harmonis dalam melakukan penataan kehidupan perekonpmian nasional

suatu bangsh. Negara dibentuk memang untuk menyediakan layanan publik (public'

services) bagi rakyitnya dengan ftngsi provider, sekaligus harus mengendalikan perilaku

ekononai dalam bingkai fungsi controller, termasuk pada aktivitas Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) -public sectors atau swasta (BUMS)- private sector, karena negara

berfungsi selaku 
"ntrrprrr"or 

dengan tetap menjamin keadilan bagi seluruh pelaktr

tikonomi, mengingat negara juga memangku fungsi umpire'

seluruh dunia usaha (enterprise) agat "public and prfuate power" tidaksaling menjatuh-

kan, tetapi bersinergi mensupport agar terwujud "balance between public and private

i.irittrj iw. r.,"omann, 1971). Fungsi NKRI secara ekonoini delain pikiran w'

Friedmann sebenarnya telah diformulasikan pada norma hukum Pasal 33 dan Pasal 34

UUD 1945. Norma hukum yang tercermin dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945

,memberi pesan fundarnental mengenai penyelenggaraan perekonomian nasional yang

, ,..iligambarkan sebagai rangkaian yang memandu kita semua (lihat Gambar I'37)'

'' .u. hadir dan dirasakan keberadaannya oleh rakyat di segala kebutuhannya' Dalam

, :perkembangan perekonomian global sejak abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini' jelaslah

59

" The State
Umpke

:

, ,,.m
E;i'.;:;::



BAGIAN I c\, |NOONES|A INCORPORATED

Gambar 1.37 Penyelenggaraan Perekonomian NasionalMenurut Pasal 33-34 UUD 1945.

bahwa the state as entrepreneur-corporcttion yang bertumpu pada prinsip-prinsip GCG
berkewajiban memberi yang terbaik pada rakyatnya. Cita konstruktif demikian dalam
tindakan korporasi pastilah negara dihadirkan untrrk selalu "menemani rakyat" layaknya
hubungan "produsen-konsumen" atau "korporasi bisnis dengan customers". Rakyat ha-
rus diperlakukan sebagai pemilik sejati negara yang harus memiliki akses kepada semua
sumber daya negara. Hal ini akan terbentang dengan laku kepemimpinan yang pada
lingkup korporasi sangat menjunjung tinggi adanya komitmen dan konsistensi dalam
bersikap. Hubungan demikian mengacu pada bahasa David Straker (1998) masuk pada
lingkup The Quality Conspiracy. Negara sebagai korporasi memberikan jaminan mutu
hidup yang berkualitas kepada rakyat yang multiperspektifnya diolah dari David Straker
dan tersajikan pada Gambar I.38.

Pikiran praksis yang ditawarkan David Straker tersebut dapat menjadi pedoman
yang dapat digunakan oleh para pemimpin negara untuk menyelenggarakan kepentingan
rakyat. Prinsip-prinsip korporasi memberikan daya energetik untuk merekonstruksi
GCG dalam perspektif yang lebih komprehensif dengan memaknai model pengelolaan
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Gambar 1.38 Mutu Hidup yang Berkualitas bagi Rakyat'

korporasi yang kreatif atau ekonomi ino"'atif. Hubungan rakyat dan pemerintah menjadi

sangat cair dalam menggerakkan mesin ekonomi yang bersendikan kebutuhan publik

1'baiic-needs) secara terpadu agar warga negpra dapat menikmati kesejahteraan hidup'

Model ini menggulirkan gerakan negara mencapai tataran korporasi yang sangat dinamik

dengan melakukari "policy change in public sector reforms" senapas gagasan Helmut

Wollmann, (2004). Maka GCG yang dibarengi dengan kemampuatt paradigmatik keter-

paduan pengelolaan ekonomi negara secara korporatif yang integral menjadikan model

Good Corporate Governance System (Anju Seth, 2004) sebagai GCG integratif di mana

dominasi keterpaduan menjadi orientasi penting membangun perekonomian nasional'

lnterkoneksi antarsektor ekonomi maupun antarwilayah dibangun dengan komitmen dan

konsistensi kepemimpinan yang mampu memberikan "ialan alternatif" (alan lain)

adanya keterpaduan fungsi-t'ungsi negara sebagai provider, regulator, dan korporasi

.maupun wasit. Pola pemikiran ini digambarkan pada Gambar I.39.

K.pemimpinan menjadi sentrum dari pergerakan fungsi negara yang tentu saja

' bukun bicara pcrsonal melainkan dalam kerangka manajemen negara' Dalam lingkup

inilah menjadi sangat relevan apa yang dikemukakan oleh A.f . Hoekema (1998) yang

menelurkan konstruksi pemerintahan dalam spektrum Integral Bestuur. Tindakan peme-

rintahan tidak boleh terpisah dengan kebutuhan publiknya, karena semua urusan negara

menjadi tanggung jawab pemerintah yang terpadu bersama kepentingan pasar dengan
I tindukun yang berkepatutan ("behoorlijkheid"). Dengan demikian, negara melakukan

' pengatu rin 1;"o**and") dan pengawasan ("control") dalam segala dimensinya (Eric

.,-,. Schloss er,2013), khususnya jalannya perekonomian agar tetap terjamin adanya "the
' 

stability and the sustainabiliry" (Akira lida, 2004). Hal demikian harus dibarengi dengan

i:&
&;:r.
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Gambar 1.39 Kepemimpinan dalam Keterpaduan Fungsi Negara.

perubahan paradigma pemimpin yang secara psikologis menurut Carol S. Dweck (2006)

lazim disebu t l'change your mindset change your life". Pengelola economic-management

negara harus membuka diri dari keterikatan brrokratik yang kaku menjadi birokrat
yang responsif dan mclayani sebagaimana diterangkan Pakde Karwo dalam bukunya

Administrative Reform Pakde Karwo Birokrasi ltu Mclayar-i.
Untuk memudahkan pemahaman atas peran birokratik dalam pemerintah yang

terpadu dalam mempersiapkan hadirnya (state) incoproprated dapat dibagankan pada

Gambar I.40.
Manajemen untuk melakukan pengkorporasian perekonomian negara memang akan

menimbulkan kesan turut campurnya negara dalam kehidupan publik yang pada bahasa

kritis kapitalistik dan liberalistik terhadap fasisme maupun sosialis-konservatif dengan

menyindirnya melalui ungkapan negara yang tergolorrg "interventionis-!.ptalel (Jonah

Goldberg, 2007). Terhadap hal ini saya sejalan dengan pandangan W. Friedmann (1971)

yang menyebut konstalasi demikian dengan kualifikasi negara aktif, ("the active state")-

Negara memang harus aktif atau responsif (dalam ungkapan leluhur *tanggap ing

sasmito") dalam melayani rakyat melalui regulasi untuk mengatasi problem 'equality
and fair competition" di tingkatan perekonomian yang pasti masuk dalam pusaran

inti gelombang globalisasi. Penataan ini tentu saja dengan jejaring 'administrative

justice" maupun "government policy", terutama yang bersentuhan dengan relasi antara
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Gambar l.4O Peran Pemerintahan Mewujudkan lndonesia lncorPorated.

: gutrlN-nUMS maupun usaha masyarakat (UMKM) yang dituangkan dalam Gambar I'41'

Banyak pihak teiah mamahami bahwa dinamika ekonomi global telah membawa

pergeseran sumber daya ekonomi rakyat dalam negara yang berorientasi pasar bebas ke

arahTheTakeoverMaitnty^ngmestinyaharustetapsesuaidengankaidahsocial-welfare' - *:- --.
Kondisi ini harus disikapiolelh n"gura secara fungsional dengan meletakkan perannya - =**: 

:

secara proporsional antara fungsi provider, regulator, entrepreneur, dan umpire yang secara

dinamis harus mampu berposisi sebagai penjaga sustainable growth and development'

Fungsi penting sebataiprouider, regulator, entrepreneur, danumpire wajib dipandu secara

harmonis melalui economic policy yangdiproduk oleh negara itu sendiri dengan segala

' institusi ekonominya. Pemimpin dicitakan memaknaipublic sector dan privat sector

, ' untuk mencapai keseiahteraan umum dengan menyediakan sistem distribusi sesuai

1 :' dengan contemporary economics issues danbasic-needs rakyatnya'
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Gambar 1,47 Adninistrative )ustice untuk lndonesia lncorporated.

Kecenderungaii tata kelola negara yang secara manajerial harus berlaku sebagai
korporasi yang ditopang dengan konstruksi GCG denganleadership yang berkomitmen
untuk kesejahteraan rakyat membarya serta ke arah cakrawala pemikiran dan pelaksanaan
negara incorporatedyangdalam konteks ini dapat diwujudkan dengan figur Indonesia
Incorporated (lndonesia Inc.). Negara dikorporasikan dalam makna tata kelolanya yang
mampu memadukan antara sektor publik-privat dan sosial. Dalam lingkup demikian
saya terngiang tulisan Declan Hayes (2000), lapan's Big Bang: The Deregulation and
Revitalization of The lapanese Economy yang rnengulas secara komprehensif mengenai

fapan Inc. Kehadiran |epang sebagai supremasi ekonomi dunia melalui export-oriented
products: cars, cameras, electrical goods dan sebagainya tidak lepas dari perombakan
paradigma perekonomiannya menjadi lapan Incoporated. Pengembangan infrastruk-
tur, teknologi informasi dan sistem telekomunikasi dijadika,n prioritas dalam gerakan
mewujudkan fapan Inc. E_konomi dibangun secara harmoni atas dasar relasi industri
dengan membuka akses dan kesempatan untuk mentransformasi corporate culture
antara dunia usaha publik-privat dan sosial.

Era 1990-an dunia menjadi tercengang dengan fapan Inc. Dunia melihat )epang
tak ubahnya sebuah korporasi besar yang berdaya saing tinggi karena para pelaku usa-
ha bersatu dengan semangat budaya mereka yang bersemboyan harus menjadi nomor
satu di dunia. Pemerintah benar-benar mengambil peran sebagai pembuat kebijakan
ekonomi yang tergolong "overall guidelines" sebagai wujud "government-guararuteed"
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yang dituangkan dalam wujud "administrative guidance". Inilah yang menjadi pedoman

yur! aituuti oleh seluruh pelaku usaha untuk saling memberi "quality control" produk

mrr.ka, khususnya barang ekspor. Regulasi yang tidak mendorong barang ekspor yang

berkualitas dideregulasi dan membangun jaringan usaha secara utuh dalam dua pola

serentak: "horizontally connected groups andvertically integrated groups in lapan". Keria

sama ini merupakan kunci untuk mewujudkan cita-cita bersama bahwalapanese cornpa-

njes harus menjadi yang terbesar di dunia melalui kerja sama interconnected companies

(Declan Hayes,2000). Konstruksi fapan Inc. terbangun dengan sikap solidaritas ke-

lompok dan pemimpin yang cerdas serta patriotik sebagai syarat utamanya (Sayidiman

SuryohadiProjo, 20 I 2).

Makna dan konstalasi suatu negara untuk menjadiincorporated yang bergerak serentak

maju bersama seluruh elemen bangsanya dengan rumusan kcnsepsional administrative

guidonr", kepemimpinan yang cerdas; solidaritas kelotnpok, dar, patriotisme tersebut

kami tuangkan dalam gambar panah incorporated pada Gambat 1.42.

Konekti,,itas perdagangan dan keterpaduan kinerja antara pemerintah, dunia usaha

serta masyarakat dengan semangat menjadikan fawa Timur sebagai Pintu Gerbang

Masyarakat Ekonomi ASEAN, dibuatlah kebijakan ekonomi semacam administrative

guidance bagi kepentingan perekonomian fawa Timur. Pakde Karwo sebagai seorarlg

Adminisrrotive guidonce:
Ke pe mi m pi n a n Yo ng cerda s

Solido rito s kelompok (g oto ng royong'kesetiokowo no n)

P ot ri otik ( ke p o h lo w o n a n - n o sio nolis me )

Administrotive guidance :

Kepemimpinan Yang cerdos

Solido ritos ketompok (gotong royong'kesetiokowanon)
P o tri oti k ( ke p a hl ow o n a n'nasion a li sme )

Gambar 1.42 Konstalasi Pergerakan Menuju lndonesia lncorporated'
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pemimpin harus memberikan optimisme bahwa hal ini dapat diwujudkan karena masya-

rakat Indonesia dan Jawa Timur sesungguhnya memiliki watak dasar yang dipersyaratkan

dalam tatanan Indonesia Incorporated, antara lain: solider (kesetiakawanan dan gotong

royong), serta patriot ik (kepahlawanan- nasionalisme ) dengan kepemimpinan yang vi -

sioner. Oleh karena itulah berbagai peraturan gubernur dikeluarkan untuk mendukung

hadirnya Indonesia Inc. melalui penguatan daya saing fawa Timur serta terjalinnya

secara sinergisitas-harmonisitas antarpelaku usaha. Peraturan-peraturan gubernur dan

keputusan gubernur fawa Timur itu antara lain:

. Peraturan Gubernur Nomor I I 4 Tahun 2010 tentang Larangan Peredaran Gula

Rafinasi dan Gula Kristal Mentah di Pasaran Umum di fawa Timur.

. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 201 I tentang Pcngendalian Garam Impor

dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.

. peraturan Gubernur Nomor 22Tahun20l2 tentang Pengendalian Produk Impor

Hortikultura dan Pemberdayaan Usaha Hortikultura di fawa Timur.

. peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengendalian Distribusi

Produk Impor di fawa Timur.
. peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian Distribusi

Produk Impor Di fawa Timur.
. Keputusan Gubernur Nomor 188/208/KPTSlOlS/2015 tentang Otoritas Kom'

peten Keamanan Pangan Daerah Provinsi fawa Timur, dan lain sebagainya.

Reguiasi tersebut sejatinya merupakan wuiud dari kehenriak bahwa pemerinteh

harus berarti atau bermanfaat keberadaannya bagi rakyat dengan membuat kebijakan

ekonomi yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Kemampuan daya saing dan kualitas

produk lokal fawa Timur terus dimatangkan demi perekonomian nasional yang stabil

Gambar 1.43 Perwakilan Dagang Jawa Timur di Luar Negeri
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dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pembenttkan administra-

tive guidance tersebut memiliki tumpuan teoritek mengenai adanya "the relationship of

law and society" yang telah lama diketengahkan Lawrence M. Friedman dan Stewart

Macauly ( 1969) : "the effect of law on society, and society on lqw" . Sebelumnya Ronald

A. Anderson dan Walter A. I(umpf (1963) pun telah menyatakan: "Law changes as

society change" , mengingat "change in the law, in turn, may be reflection of a social

change." Situasi ini sejalan dengan indikasi yang sangat menonjol dari masyarakat mo-

dern menurut Ankie M. Hoogvelt (1991) yang berupa: "superioritas ekonomi" dalam

mengembangkan sektor industri dan perdagangan.

Maka apa yang dilakukan Pakde I(arwo dapat dimengerti dari ungkapan William F.

Ogburn (1993) bahwa'rsuatu peraturan merupakan refleksi dari dasar-dasar teknologi

dan ekonomi masyarakat." Apalagi "the purpose of iaw is to provide order, stability, and

justice" termasuk "to protect economic interests" seperti yang dikatakan Ronald A. An-

derson. Oleh karena itulah, mendayagunakan peraturan gubernur dalam tata kelola

perekonomian f awa Timur merupakan alternatif solutif untuk menjamin "protide

order, stability, and iustice".
Sebagai realisasi awal nraujud nya Indonesia Incorporated, secarapraktis Pemerintah

provinsi fawa Timur membangun l(antor Perwakilan Dagang (KPD) yang sampai saat

ini sudah berjumlah 26 KPD di provinsi-provinsi di Indonesia. Di samping itu, untuk

memperkuat daya saingnya, Pemerintah Provinsi |awa Timur mengembangkan kerja

sama kemitraqn dengan beragam penyiapan i<elembagaan kerja sama nasional maupun

internasional. Iawa Timur juga memiliki penvakilan dagang di luar negeri seperti tampak

pada Gambar 1.43.

ffi

Gambar 1.44 Posisi Sti'ategis Jawa Timur.
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Semua itu dilakukan untuk optimalisasi kinerja urusan perdagangan, pariwisata,

dan investasi (trade, tourism & invesmenttlTl) ke luar negeri yang dijalin fawa Timur

bekerja sama dengan IGRI dan I(JRI dengan membentuk enam etalase TTI beserta

senior advisor-nyadi negara )epang, Swis, China, I(orea Selatan' dan Belgia' Langkah

ini ditempuh memang untuk menjadi embrio yang terus berkembang dalam mewujud-

kan Indonesia Inc. sekaligus tidak terlepas dari posisi strategis dan potensi Iawa TinTur

pada Gambar 1.44.

Berbagai bentuk kerja sapa maupun pembukaan KPD tersebut tidak dengan pe-

rangkat hukum yang kaku melainkan cukup dengan MoU' Ini kreasi hukum Pakde

Karwo rialam konteks Indorresia Inc. model |awa Timur yang dituangkan dalam

Iatimnomics yang sangat sesuai dengan esensi negara kesejahteraan dengan hukum

yang berkeadilan-berkerakyatan. Ini juga merupakan wujud dari pengembangan budaya

(corporate cultur) solidaritas atau gotong royong serta patriotisme alias nasionalisme

yang dimiliki para pemimpin maupun pengusaha di berbagaiwilayah vang menjadi mitra

kerja ]awa Timur. Sehubungan dengan hal ini, nilai-nilai (values) kepercayaan atau trust

menjadi sangat bermakna dalam menggerakkan kebij.kan yeng operasional dan penen-

tuan langkah praktis yang terus dikembangkan f awa Timur guna merealisasi agenda

kolektif terwujudnl,a Indonesia Inc. Langkah dan upaya itu selanjutnya dilakukan

dengan mcrnperkuat moralitas segitiga timbal balil'. pada Gambar I.45 berikut ini.

Gambar 1.45 SegiTiga Moralitas lndonesia lncorporated.

Itulah seberkas kontribusi penataan perekonomian mociel Pakde Karwo yang secara

akademik praksis teiah menjadi konstruksi baru GCG dengan muatan spirit korporasi

melalui pembukaan KPD-KPD serta program tata kelola perekonomian yang sinergis

secara nasional. Bukankah perdagangan antarpulau di Indonesia dalamrealitas tertentu

untukbeberapa negara di Eropa sudah merupakan perdagangan ekspor impor antarnegara'

Apalagi produk-produk Iawa Timur yang terdistribusi melalui KPD-KPD tersebut telah

dipasarkan atau merambah wilayah negara-negara anggota ASEAN' Kenyataan demikian

membutuhkan penguatan dan kerja sama seluruh elemen bangsa Indonesia memiliki daya

saing yang hebat demi terwujudnya cita-cita membentuk Indonesia Incorporatedbagi

kesejahteraan rakyat yang Iebih cepat dan membangun keunggulan rakyat.
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D. MENATA ULANG LEGAL FRAMEWORKS PEREKONOMIAN

NASIONAL DALAM MENEGUHKAN NEGARA KESEJAHTERAAN

INDONESIA

Dalam semangat mewujudkan Indonesia /nc. dimaksud, sejujurnya ada pertanyaan

yuridis-ekon omik: bagaimana hukum nasional kita memahami dinamika ekonomi de-

nikian agar mampu memberikan pijakan yang lebih dinamis untuk keseiahteraan rakyat?

Hukum mesti direkonstruksi untuk mampu mendorong percepatan sekaligus me-

neguhkan perwujudan Indonesia Inc. Dalam kerangka hukum cian ekonomi, apabila

Inioriesia Inc. harus direalisasi sebagaimana fepang melaksanakannya, sebenarnya san-

gatlah relevan karena pesan konstitusi UUD 1945 telah meneguhkan NKRI sebagai ncg-

ira hukum dengan tujuan utama soscial-justice. Dengan demikian, segala kebijakan per-

ekonomian mesti duuangkan secara yuridis dengan membuat legal framework di bidang

perekonomian secara tepat dan kontekstrraldemi terwujudnya kesejahteraan rakyat'

Kebijakan perekonomian itu meminjam bahasa Alan Gart (1995) dikonstruksi da-

lam konsep RDR, yaitu: Regu lation-Deregulation-Reregulation. RDR yang tampak

menjiwai secara yuridis-akademik dalam kerangka fatimnomic, pada mulanya memang

hanya disodorkan untuk merespons percepatan gerak dunia perbankan, asuransi, dan

securities industries dengan pangsa pasarnya yang terus bergerak progresif' Alan Gart

menawarkan perspektif historis perubahan regulasi yang dinamik untuk masa depan yang

harus diantisipasi dalam kerangka kerja industri untuk menggeraklian len'baga ekono-

mi dengan hadirnya teknoiogi maupun para pelaku ekonomi yang semakin kompetitif'

Mak-a saya menangkapnya dengan kesungguhan bahvra RDR mampu memberikan ruang

dinamik dalam segala sektor perekonomian dengan ketepatan pengambilan kebijakan

ekonomi pada laju ekspresif GCC (Good Corporate Governance) dengan pijakan regu-

lasi yang selalu tepat. Meminjann kata-kata William Safire (2003) dalam karyanyaThe

Nght Word in the Nght Place at the Right Time. Hal ini berarti legal framework modei

'nOn dalam cakrawala ekonomi yang dinamik akan mamPu menghadirkan perangkat

Gambar 1.46 RDR Alan Gart dan Tiga Ketepatan William Safire.

RDR yang
mereflekikan
The RightWord
in The Right
Place otThe
Rightnme
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aturan hukum yang: tepat kata (perumusannya), tepat tempat (wilayahnya), dan tepat

waktunya. Perpaduan antara pemikiran Alan Gart dengan konsep DRD dan William

Safire mengenai tiga ketepatan itu untuk mewujudkan negara kesejahteraan dapat di-

gambarkan pada Gambar 1.46.

RDR dengan prinsip Tiga Ketepatan dimaksud merupakan tuntutan tata kelola

pemerintahan modern yang berada dalam kerangka welfare state yang tetap bertumpu

padaruegara hukum (rechtsstaaf) sebagaimana diamanatkan UUD 1945 agar suatu

nation state mampu terus survive, bahkan menjadi champion di kancah era globalisasi-

Dalam negara hukum (rechtsstaat) tentu saja fungsi negara sebagai regulator yang ber-

muatan fungsi provider-controller dan umpire pasti dituangkan dalam wujud peraturan

agar memiliki kekuatan mengikat. Perekonomian nasional mana pun dan sektor apa pun

niscaya ada regulasinya (Richard f . Pierce & Ernest Gellhorn, 1994 atau Alan Gart,

1994): investasi, market economy, korporasi, moda transportasi, distribusi, perbankan,

keuangan, asuransi, inciustri, perdagangan, ekspor impor, dan praktis semua sektor ke-

hidupan bernegara memiliki regulasinya yang tepat. Keberlakuan suatu regulasi dalam

perjalanannya menurut Alan Gart pasti diadakan evaluasi karena masyarakat yang terus

bergerak, sehingra pada saatnya akan bergulir dilakukan deregulasi yang kemudian juga

akan mengalami pergerakan untuk dilakukan reregulasi. Model RDR tersebut secara

simplistik dapat digambarkan berikut ini.
perspektif RDR dalam dunia ekonomi dan kebijakan publik serta birokratik, se-

sungguhnya mernihki rumpun yang sama dalaur pembuatan public-policy dalam GCG.

Pemerintah menyelenggarakatr berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum

dan untuk keperluan tersebut digunakan berbagai alternatiI penentuan langkah yang se-

Gambar 1.47 Model Dinamik RDR.
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cara singkat dirumuskan Thomas R. Dye (1978): "Public policy siwhatever governments

choose to do or not to do" . Dalam memformulasikan kebijaksanaan ditetapkan pula tujuan

yang dituangkan dalam regulasi. Peranan hukum terhadap perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijaksanaan dapat dimengertidari konsep legal policy yang dikemukan-

Lanpetrazycki:"Theessenceof theproblemof thepolicyof law consisfs inscientifically

justifiect prediction of the effect il' certain legal enactments are introduce and elaborating

principles ,rtthich vyill bring about some desirable effect" (Adam Pogorecki, 197 4) .

Dengan demikiar-r, dalam konteks perekonomian nasional dapat dipahami bahwa

legal policy merupakan sarana (rekayasa) menerapkan hukum sebagai pengatur jalannya

pJrekonomian meskipun juga akzrn sebaliknya, ekonomi menentukan perubahan hukum

yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sinilah

terjadi proses pengaruh memengaruhi antara hukum dengan kehidupan ekonomi yang

'akan diatur. Hal ini sesuai dengan segi reguler hukum di mana hukum datang dengan

,regulerende dodlsteling yang menimbulkan kepastian hukum. Tanpa hukum, kehidupan

dalum kerja sama atas dasar "la solidarite per division du travail" akan mustahil (O.

,Notohamidjoio, I 975).
, perputaran pembaruan hukum di bidang ekonomi detrgan RDR yang dikaitkan

dengan kebijakan publik perekonomian suatu negara, dapat dituangkan dalam siklus

skematis berikut ini.

RDR menjadi momentum baru dan aktualita mutakhir yang telah diterapkan oleh

pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam konstalasi melaksanakan GCG di bidang pelayanan

masyarakat. Kebijakan perekonomian yang telah diperbuat Pemerintah Provinsi )awa

Timur dalam bingkai NKRI yang secara konstitusional hendak memperkuat peneguhan

Gambar 1.48 Perputaran Pembaruan Hukum Perekonomian Berkelanjutan.
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diri sebagai negara kesejahteraan dengan semangat Indonesia Incorporated terus

dimatangkan. Perkembangan dinamik fungsi pemerintah dalam perekonomian negara

kesejahteraan yang berkomitmen rnewujudkan Indonesia Incorporated telah membawa

catur fungsi pemerintahan pola Pakde Karwo dalam memimpin Pemerintah Provinsi |awa

Timur seperti tampak pada Gambar 1.49 berikut ini.

a,
&

$tabllhux[

n B*rang &l*sa Fubti*

Gambar !.49 Catur Fungsi Pemerintah dalam Pembangul'lan Ekonomi

I(eempat fungsi pemerintah tersebut.dalam pelaksanaan pemerintahan yang terpadu

(integraal bestuur) dalam konsepsi A.f . Hoekema, NF, Van Manen, G.M.A. van der

Heijden, I.C. van der Vlies dan B. De Vroom (1998) akan membawa pada tingkatan

pemerintahan yang berkelayakan (de behoorlijkheid), efektif (effectiviteil) dan memiliki

keabsahan (legitimitieit). Menjadi tugas negara untuk menyiapkan pelayanan rakyat

derrgan membuat regulasi dalam bingkai legal framework yang menurut Neil Walker

dan Paul Beaumont ( 1999) mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, politik,

maupun budaya dengan.regulatory frantework yangpartisipatoris. Hukum dituntut untuk

mampu menyediakan instrumen publik yang memberikan perlindungan hukum (recht-

sbescherming) kata P.M.B. Schrijvers dan H.C.M. Smeets (2000), atau perlindungan

terhadap tindakan pengrln5s (berscherming tegen de*gu_1yly!) menurut J.B.J.M. ten

Berge (i993) seperti diajarkan pelajaran hukum pemerintahan selama ini.

Legal Franter.york untuk cita-cita yang hendak mewujudkan Indonesia Incorporated

sebagai negara kesejahteraan tentu harus hukum yang mampu membaca kebutuhan rak'

yat. Ingatlah pesan Friedrich t(arl von Savigny, tokoh Mazhab Sejarah: " ... that law can

not be understood without an appreciation of the social milieu in which it has developed"

(G.W. Paton, 1955). Di sinilah perlu berpaling pada ilmu sosialyang menurut Niklas

Luhmann (1985) menseyogianya hukunr: "a set of rule or norm, written or unwritten,
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about right and wrongbehavior, duties and rights" . Dengan demikian, regulasi tidak dapat

dipunaung sekadar perangkat yang abstrak normatiflyang dinamakan perundangan semata

tanpa memaknai latar briukung masyarakat dalam arti yang seluasnya' Berbagai kaidah

trtu. bidang perekonomian pun mengacu pada pemikiran harus dipikirkan D'H'M

M.u*i.r"n ( 1994) dalam suatu hubungan entitas yang logis-konsisten, mengingat sistem

hukum adalah suatu sistem dari aturan sosial (H.L.A. Hart, 1984) dengan komponen

substansi, struktur, dankultur (Laurence M' Friedmann' 1975)'

Maka RDR model Alan Gart disambung dengan perbincangan sistem hukum Lau'

rence M. Friedmann dengan memperhatikan spirit Indonesia Incorporatcd' kami

gamba.kan suatu kerangka hukum untuk memenuhi persyaratan perwujudan ncgara

kesejahteraan seperti Gambar I'50'

Berkaitandenganpemik-irandiatasceesSchuytmengemukakan,bahwasuatu
sistem hukum jrrga memiliki tiga elemen, yaiiu: elemen idiel, elemen operasional' dan

elemen aktual yang mewujudkan sistem hukum. Elemen idiel (het ideele elemen) terdiri

atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Elemen operasional (het operationele

elemen) meliputi keseluruhan organisasi dan lembaga, termasuk pada"ambtsdrager'nya" '

Elemen aktual (het actuele elemen) adalah sistem makna dari hukum 0.l.H.Bruggink,

1995). Untuk mudahnya ketiga eletrtentasi sisterri hukum itu ditabelkan pada halaman

berikut.
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. keseluru han
organisasi dan
lembaga negara

.makna suatu
hukum akan
memenuhi
fungsinya secara
nyata

.aturan-aturan

.kaidah-kaidah

. asas-asas

Gambar l.5t Elernen Sistem Hukum.

Dengan memahami RDR-Indonesia Incorporated berada dalam suatu sistem kerang-

ka hukum (law as a whole system) berikut segenap komponennya, intrinsik menghargai

hukum yang adekuat untuk terselenggaranya negara kesejahteraan. Hukum memiliki
sifat normatif yang bertujuan memengaruhi perilaku manusia, sekaligus dapat dikon-

stalasi dan dipaparkan sebagar data faktual pembangunan ekonomi rakyat. Pengertian

hukum denrikian akan menjadikan hukum memiliki sifat dialektis antara fakta dan kai-

dah, bentuk dan isi guna memaknai negara kesejahteraan. Saatnya menyodorkan legal

framework sebagai "a set of rule or norm" dikembangkan dengan mengelaborasi hukum

ranah "social order" yang bermuatan keadilan di negara kesejahteraan.

Relevan dengan hal ini maka Pakde Karwo telah menetapkan visi-misi dan strategi
pokok pada Gambar 1.52.

Dengan langkah dan upaya konseptual dan operasional tersebut diyakini bahwa

kesejahteraan sosial akan tercipta sehingga kemiskinan yang secara teoretis bersentuhan

dengan tiga dimensi, yakni faktor politik, sosial, dan ekonomi seperti diskemakan oleh

Tri Widodo (2015) akan teratasi (lihat Gambar I.53).

'l i-i ':-.,

'tJa rrua Tiril ur t& bi l't Se3'allf eia,
Eera/<ff {qk, Eerkeadi lan, {vlandiri

-o-br? Ferdaya Saing'"

VIfI - FR'st,rrT
Td\FI rJ FI

ffiffiffi #ffi
ffiwffiffie?ffi

"Makin' Mandiri dan .SeiaJrfera
Bel-sarna Wong Cr/r'k'"

PR.(}1IINS
YeF!,r-$ru e

Gambar 1.52 Visi-Misi Jawa Timur 2OL4-2O19
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Gambar 1.53 Strategi Pokok Jawa Timur'

Harus disadari bahwa perwujudan kesejahteraan rakyat tidak dapat diukur se-

mata-mata soal modal sebagaimana dalam kerangka pikir kapitalisme maupun dengan

pengembangan sosialism" iun d"*okrasi akan mengentas. kemiskinan secara instan'

i"t ub.rngu., dengan hal ini beragam referensi telah menyodorkan pengkajian kritisnya

..pu.,i JJseph llS"hu*peter (201J) dengan magnum opusnya Capitalism, Socialism

. &Demouacy. Francis Fukuyama (1992) juga telah menyorongkan kemenangan kapital-

fi

Kemiskinan

Gambar 1.54 Dimensi Kemiskinan.
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isme dan demokrasi liberal dalam karyanya The End of History and Last Man' Ekonomi

campuran (a mixed economy) dari W. Friedmann ( 1971) yang telah disinggung di muka

justru membuka ruang baru pembangunan ekonomi yang sejak lama sudah memberi-

kan peringatan tentang batas-batas pertumbuhan-The Limits to Growth (Donella H.

Meadows, Dennis L. Meadows, )orgen Randers, dan William W. Behrens, 1972).

Memang dalam perkembangan ekonomi masa depan yang menurut f ames Canton

sejak 2006 dinyatakan sangat ekstrem yang membawa masyarakat harus bergulir ke arah

revolusioner menujtr Ekonomi Inovasi dengan rumusan berikut ini'

Gambar 1.55 Pergerakan Arah Revolusioner Ekonomi lnovasi.

Ekonomi inovasi ini dianggapnya sebagai budaya globat tahap berikutnya di abad

ke-21 dengan teknologi komunikasi dan informasi serta perdagangan metalui internet

telah melahirkan nilai-nilai baru bagi individu dan masyarakat dengan cara-cara baru

di seluruh planet. Demokrasi yang terus tumbuh juga menambah perbaikau keadaan,

baik kualitas hidup maupun ekonomi pasar bebas yang akhirnya akan mewujudkan

kemakmuran dan kedamaian. Meski demikian, saya menyadari bahwa pola liberalisasi

dan dernokrasi yang dibangun harus memperhatikan kultur masyarakat setempat yang

harus diperkuat dalam pusaran globalisasi (pasar bebas) '

I(ami percaya bahwa tidak semua individu lahir sebagai intrepreneur tetapi dengan

multikarakter untuk memenuhi panggilan atas jalan hidupnya. Oleh karena itulah Pak-

de Karwo melalui fatimnomic yang menjadi solusi perwujudan Indohesi Inc. sejatinya

menggulirkan konsepsi bahwa negara harus hadir membuat kebijakan ekonomi untuk

kesejahteraan rakyat, serta membuka akses secara adil (I.S. van de Meene & B. Van

Rooij, 2008) dan keterbukaan pemerintahan (openbaar bestuur) (l.B.l.M. ten Berge,

P.B. Boorsma dan A.B. Ringeling, l9g2). Kristalisasi konsepsi GCG yang implementatif

atas kehadiran negara bagi kepentingan rakyat sehingga negara tidak hanya bergerak

karena efisiensi, tetapi wajib bertindal< efektif seperti mengasuransikan kaum miskin,

g
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adalah jawaban untuk menemukan peran negara di abad ke'21 ini sebagai negara yang

ulnr.-i"n", bermakna negara kesejahteraan. lndonesia Inc' yang digulirkan dari fawa

Timur pada titik tertentu t.nu*arkun dengan upaya melengkapi ekonomi inovatif ru-

Gambar 1.56 lmPlementasiGCG dan

KONIIGURASI INDONESIA INCORPORATED DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN

Ekonomi lnovasi dalam lndonesia lncorporated'

musan berikut ini'

Gambar 1.57 Jaminan Pemerintah Jawa Timur'

Keseiahteraan RakYat
Be rke la niOta 11 ( fd ega ra

lndonesia incorPorated

lE{}vernfiDerrt Guarantee

'L Ol1eStop-License qrovibe fasy' Quick &'
Serwicei
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E!5t f,s!'a Pra'ltasl grcmm**
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Gambar 1.58 Kemudahan Berinvestasi di Jawa Timur,

Gambar 1.59 Kekuatan Jawa Timur yang Menarik lnvestasi.

E78

Dalam lingkup inilah administrative guiddnce negara kesejahteraan yang berkarakter

incorporated mutlak memberikan jaminan pemerintaha n. G overnment guaranteed dimak-

sud khusus untuk fawa Timur telah dilakukan dengan implementasi langkah-langkah

yang Pakde Karwo lakukan pada Gambar 1.57.

Untuk skala investasi, apa yang dilakukan f awa Timur itu adalah upaya memberikan

kemudahan berinvestasi yang berorientasi kesejahteraan rakyatl
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Gambar 1.60 Kondisi Nyata Jawa Timur'

Potensi itu harus dikelola dalam bahasa GCG dan kontekstualisasi Indonesia In-

corporated untuk bangkitnya negara kesejahteraan dengan paradigma corporate phi'

losophy and corporate culture for sustainable growth dengan pemerintahan yang

|awa Timur memiliki sumber daYa alam yang memang harus dikelola untuk

rakyat dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional

(lihat Gambar I.6l)
Potensi ini meruPakan daYa tarik tersendiri bagi investasi di )awa Timur melalui

pemerintah dan administrative guidance yang mendorong ke arah daYa saing

fawaTimur harus turut berpacu dalam pembangunan perekonomian Indones ia

diproyeksikan akan kebanjiran in"'estasi. Penyelenggaraan WorldEcotpmic Forum

East Asio 2015 (WEFEA) di lakarta (20'22 April 2015) sebagai ajang Pertemuan

bisnis terbesar di Asia Timur dihelat, dengan alasan karena menurut Wakil Perdana

Rusia Arkady Dvorkovich: lndonesia adalah salah satu kekuatan emerging

dunia dan memiliki potensi investasi yang punya daya tarik kuat bagi investor

Pos,20-2l April 2015). Pandangan dunia itu mengharuskan kita semua menengok

Diakui, bahwa f awa Timur mempunyai posisi yang strategis secara geografis yang

diapit oleh dua provinsi besar, yaitu |awa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat

Ori"J"n"n iniustri maupun perdagangan. Indentifikasi kondisi nyata kekuatan Jawa

Timur yang menaflr rnvestasi telah dikemukakan oleh Pakde Karwo (lihat Gambar I'59) '

fawa Timur memang harus menggeliatkan potensi yang dimilikinya seperti tampak

pada paParan berikut ini'

saing nasional untuk selalu diperkuat melalui harmonisasi dan sinergitas program
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Gambar 1.51 Potensi Sumber Daya Alam Jawa Timur

kerja ekonomi bangsa. fawa Timur dalam perkembangannya harus bergerak cepat
dengan langkah sistematis melakukan sinergitas program pembangunan ekonomi
yang tercantum di RPf MN: Trisakti-Nawaclta dan RPf MD fawa Timur yang telah
dipaparkan Pakde Karwo (lihat Gambarl.62).

Sinergisitas itu ditempuh untuk membangun kesinambungan pembangunan agar
kehadiran negara selatu dirasakan oleh rakyat tanpa terpengaruh dengan pergantian
kepemimpinan nasional. Tekad fawa Timur untuk bersumbangsih mewujudlar. Indo-
nesia Incorporated dalam rangka meneguhkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan
yang berada pada runag gerakan global GCG melalui penyiapan pengaturan siklus RDR
harus dibarengi dengan reformasi administratif terhadap kinerja birokrasi. Pakde Kar-
wo rnenawarkan dan telah mempraktikkan bagaimana komponen-komponen reformasi
kinerja birokrasi itu harus dilakukan sebagaimana tampak pada rumus Gambar I.65.

Tata kelola pemerintahan yang baik rnodel GCG harus diciptakan dengan penye-
lenggara yang baik (good gover1ment) yang hanya akan terbangun melalui kolektivitas
elemen: regulasi (RDR), SDM dan kepemimpinan ditambah teknologi informasi serta
pengawasan. Teknologi inlormasi dalam mengubah kinerja pemerintahan telah diterapkan
di fawa Timur seperti terekam pada Gambar I.64.
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Jatimnomic.
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Gambar 1.64 Praktik-praktik lnovasi Jawa Timur.

"Inilah yang kemudian menjadi modal fawa Timur yang terus mengasah kemampuan
dalam pasar bebas dunia maupun di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang

ini. Lingkup skematik mengenai perdagangan bebas global dan MEA telah digambarkan
Pakde Karwo dalam paparan pada Gambar I.65.
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Gambar 1.65 Skema Perdagangan Bebas Glooal

Indonesia telah melakukan kesepakatan dau fawa Timur harus memiliki kesanggupan

untuk memperkuat posisi nasional itu:
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Gambar 1.66 Kesepakatan lndcnesia dan MEA 2015.

Peningkatan daya saing produk barang dan jasa menjadi kebutuhan mendesak yang

menjadi perhatian serius fawa Timur. Peningkatan kualitas SDM tentu suatu pilihan
penting guna mempersiapkan mental bersaing yang tangguh, berkualitas, dan profe-
sionalisme sesuai dengan standar tuntutan global. Keberpihakan kepada masyarakat
perlu usaha keras agar mereka dapat bersaing di pasar bebas ASEAN dan hal ini juga
dilakukan melalui standardisasi produk dan SDM dan pengembangan wirausaha baru.
UMKM juga harus ditangani secara serius secara kelembagaan.

Mengantisipasi kuatnya daya saing Global MEA yang dilakukan )awa Tirrrur ada-

lah membangtrn manajemen pelayanan perizinan terpadu (P2T) yang memberikan
kepastian syarat, waktu dan biaya bagi investor yang ingin menanamkan modal di

[awa Timur agar lebih pasti dan lebih cepat bahkan siap berkompetisi dengan efisiennya
pelayanan perizinan yang terapkan di Singapura.

Kebijakan filterisasi barang dan jasa perlu dilakukan melalui non tarrif barrier, dalam
rangka menjaga kelangsungan pasar domestik dan keamanan masyarakat |awa Timur,
untuk rrremperoleh barang yang aman dan jasa yang sesuai kultur masyarakat. Inilah
yang Pakde Karwo selama ini pesankan.

Semua yang dilakukan itu telah mendapatkan hasil hadirnya perekonomian fawa
Timur yang dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang direfleksikan pada peningkatan PDRB
memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat fawa Timur
yang diindikasikan melalui nilai pendapatan per kapita. Akselerasi perekonomian [awa
Timur juga terindikasi mengarah pada pertumbuhan inklusif, percepatan pertumbuhan
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ekonomi diikuti dengan penurunan tingkat persentase kemiskinan, pengangguran

terbuka, dan disparitas antarwilayah:

g3 luEtE$lrlx[€ EIOBUHI tf,flEl
"-it' -.

hfr hle

'3._.-- ,,.

'-- - ---:f-- ----:i:--. -- il,-- ---. :a'

Gambar 1.67 lnl<lusivitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur.

Dengan demikian, mengenai terjadinya friksi sosial dapat Ciminimalisir Catr harmo-

nisasi horizontal dapat diwujudkan. Situasi ini yang akan membuat fawa Timur akan

menjadi provinsi yag menarik bagi pelaku ekonomi dan menjadikan Provinsi |awa Ti-

mur menjadi the emerging province yang dalam bahasa World Economic Forum sebagai

emerging market dengan daya saing yang berbasis kultur global yang digerakan nrelalui

regulasi dalam bingkai administrative guidance. Di sinilah siapa saja dapat melihat suatu

RDR untuk perekonomian lawa Timur dalam tatanan Indonesia Inc.

Gambar 1.68 Kekuatan Jawa Timur dalam Perspektif RDR lndonesia lnc.
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Lingkar kekuatan dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang meng-
gerakkan sumber daya negara harus bertumpu pada kebutuhan rakyat sebagai fondasi
demokrasi dan sumber legitimasi setiap langkah GCG-RDR-lndonesia Inc. Lingkar
esensial korelasional antar-elemen itu dapat digambarkan berikut ini:

Gambar I.69 Lingkar Esensial GCG-RDR-lndonesia lncorporated dalam Negara Kesejahteraan.

Pemahaman paradigmatik ini penting dilakukan agar suatu kcpemimpinan mengerti
tentang tugasrrya dalam menjalankan roda pemerintahaa di negara kesejahteraan. Upaya
penguatan fasilitasi dalam perekonomian nasional dengan menciorong pembangunan
infrastruktur, pengembangan sektor industri dan perdagangan, serta jasa adalah bentuk-
bentuk fasilitasi/stimulasi kebijakan, skim permodalan atau pendanaan serta efisiensi
merupakan langkah konkret perwujudan gerak mengembang GCG-RDR-Indonesia
Incorporated. Dalam bagan dibawah ini kami sdcara interpretatif mengkristalisasi pemi-
kiran Pakde Karwo terhadap konstalasi ekonomi nasional secara tematik yang dianalisis
dalam konteks Public Interest dan Welfare State dengan optik GCG-RDR-Indonesia
Incorporated:

I ndonesia lncorporated
(Jatimnomic)

.RDR + SDM/L + lT + Ce611e; 6.n
partisipatoris

oEkonomi inovasi
oAdministrative guidance

rFormulasi kebijakan untuk rakyat
.Evaluasi
.Pengawasan

RDR

From Government to
Governance and GCG

.Struktur Pemerintahan

.Kultur masyarakat

.Demokrasi ekonomi inovasi di
pasar bebas

Gambar l.7O Konstalasi Ekonomidalam Perwujudan GCG-RDR-lndonesia lncorporated.
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Untuk merealisasi itu semua pada kenyataannya juga dapat berpaling ke manajemen

kepemimpinan yang harus mampu menjadi generator untuk membawa perubahan besar

bagi bagi kesejahteraan rakyat dengan basis kerakyatan yang tinggi (public-participation) .

Seluruh leader di fawa Timur dan bangsa Indonesia harus mengusung gagasan-gagasan

bangsa niscaya dapat tumbuh secara kultural (cultural branding) di ranah sosial suatu

bangsa yang pada akhir dan mulanya tetaplah harus kembali pada fitrah bangsa itu

, sendiri. Fitrah bangsa Indonesia yang telah menyorongkan semangat untuk kebangkit-
: an perekonomian Indonesia tetaplah berpijak pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal lka:

Gambar 1.71 Pijakan Perekonomian Nasional Berkeianjutan.

E. INDONESIA INCORPORATED UNTUK KESEJAHTERAAN RAI(YAT

Kini kita menyadari bahwa telah tiba saatnya untuk menuangkan energi kolektif

dengan bekerja bersama mengisi momentum penting yang sudah disediakan Pakde Kar-

wo. Segala sumber daya negara harus diramu dalam rumusan kebijakan pembangunan

ekonomi nasional yang bergerak dalam gelombang globalisasi dengan kepemimpinan
yang responsifuntuk perekonomian berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat. Pikiran ini
kami tuangkan dalam skema berikut ini:
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Gambar 1.72 Rumusan Perekonom
untuk Kesejahteraan Rakyat.

ian Berkelanjutan dalam lndonesia lncorprated

Kita tidak dapat lagi berpikir mundur dan tidak menyongsong masa depan dengan
optimis. Kita semua diniscayakan memberikan konstruksi yang reformatif serta solutif
atas perekonomian nasional dengan menjadikan Indonesia sebagai superkoridor ekonomi
dunia dalam lingkup ASEAN (MEA) melalui konsepsi serta implementasi apa yang telah
dilakukan Pakde Karwo. Gagasan ini dicitakan sebagai redesai., economic order untuk
mengembalikan karakter NKRI sebagai negara kesejahteraan. Inilah waktunya untuk
membangun sejarah masa depan Incionesia yang gemilang di zona perdagangan bebas
melalui bangunan Indonesai Inc.

Kami menyadari sebagaimana dikatakan oleh Peter Senge (2003) bahwa The Future
Is Now, and The Future of [ls. Dalarn skala global, mengikuti beliau berarti inilah sejatinya
the necessary revolution untuk bekerja sama membangun perekonomian berkelanjutan.
Mungkin ini ada yang menilai sebagai langkah terlalu kecil, tapi sebagaimana dikaiakan
Al Gore t2013), langkah inipada pusarannya bolehlah ,,r*oll 

changes, tetapi memiliki
"big impacts". Kita harus memahami dan mengambil pelajaran dari atmosfei k"bil"kun
ekonomi yang tertuang dalam Washington Consensus,di mana pada dinamika hisioris-
nya terbukti bahwa Peran negara (the role of government) tetap\ahpenting dalam pasar
bebas. Bahkan sejak tujuh abad lalu, Mpu Tantular dalam Kakawin Sutisoma (lJgg)
telah menuliskan kisah kekuasaan leluhur dengan pemerintahan yang mampu menerangi
dunia ("lwir sang hyang Sasi rakwa purnnq pangapus niran anuluhi rat"). Makalihatlah
pula pembangunan ekonomi fawa Timur ini dalam terminologi [ohn plender (1997):
from small picture to big.

|awa Timur dalam kepemimpinan Pakde Karwo mengambilprakarsa menyodorkan
the new strategic possibilities and opportunities yang menyediakan lalan Baiu per*u-
judan negara kesejahteraan sebagaimana diimpikan Indonesia Inc. Bukankah kita semua
menyadari bahwa masa depan memang menyediakan pikiran baru (new thingking),
pilihan baru (new choices), dan awal baru (new beginnings) , tetapi masa depan baru itu
dimulai dari komitmen dan konsistensi leader dalam mengambil keputusan yang tepat
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,. kuta (perumusan), tepat pijakan dan tepat waktunya seperti yang diutarakan William

iufi." (2004). Ketepatan menggelorakan Indonesia Incorporated itu bagi kami adalah

sekarang ini, melalui pemikiran Pakde Karwo. Kami yakin suara dan spirit pembangunan

model pakde Karwo akan terus menggema dalam perwujudan yang lebih cepat lagi akan

hadirnya INDONESIA INCORPORATED yang mengusung nilai-nilai PANCASILA, ro

create a sustainable develoPment'
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